
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan U saha yang tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Babas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3815); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wali kota Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Wali 
kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kata Baubau; 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan W ali Kota Baubau 
Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kota Baubau, terdapat perubahan nomenklatur 
pada perangkat daerah yang membidangi pengadaan 
Barang/ J asa Pemerintah; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 ta.hun 2018 
tentang Pernbentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian; 

Menimbang 

WALI KOTA BAUBAU, 

NOMOR: (4 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ltlALlKOTA BAUBAU 
PROVINS! SULAWESI TENGGAB.A. 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 

•, 
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Ketentuan dalam Peraturan Wall kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 22) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c poin Kedua Bagian Layanan Pengadaan 
pada huruf a, b, dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
2. Bagian Pengadaan Barang/ J asa, terdiri dari : 

Pasal I 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 22 TAHUN 2017 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 
KOTA BAUBAU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa di 
Lingkungan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1543); 

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 
Nomor 5); 

9. Peraturan Wali kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah 
Kota Baubau Tahun 201 7 Nomor 22); 

10. Peraturan Wali kota Baubau Nomor 29 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali kota Baubau Nomor 65 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau (Serita Daerah 
Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 3). 
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(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas 
menyiapkan, menghimpun, menyusun dan merumuskan rencana program 
dan kegiatan sub bagian, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan 
serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, menyusun dan 
merumuskan rencana program dan kegiatan sub bagian, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan serta evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik; 

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 
mempunyai tugas menyiapkan, menghimpun, menyusun dan 
merumuskan rencana program dan kegiatan sub bagian, 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan serta evaluasi dan 
pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan advokasi pengadaan 
barang/ jasa. 

Pasal 24 

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu: 
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ J asa; 
b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa. 

Pasal 23 

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian, 
serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan barang dan jasa. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian 
Pengadaan Barang/ J asa mempunyai fungsi : 

Pasal 22 

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 
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KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR K BERITA DAE 
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5. 

2019 

Ditetapkan di Baubau ,. 
pada tanggal, :U, f';lt(nt/~rt 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 
kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

J I • 


